




A. Latar Belakang Masalah 
Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua 
makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 
Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk 
beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-
masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan 
tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang 
hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. 
Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan 
hukum sesuai martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan 
diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridlai, dengan upacara ijab 
kabul sebagai lambang adanya rasa ridla-meridlai, dan dengan dihadiri para saksi 
yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling 
terikat (Ghozali, 2010:10). 
Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam 
pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan 
satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan 
keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan 
antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk 
menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya (Rasjid, 2010:374). 
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Perkawinan dapat menjadi wadah pertemuan dari sekian banyak gejala 
keislaman. Di dalam perkawinan terdapat prosedur yang mengikat, seperti syarat, 
rukun dan larangan yang berada pada skala hukum serta lahir dengan cara 
perspektif, itulah unsur pertama. Aktifitas perkawinan menurut hukum melibatkan 
beberapa pihak yang bersangkutan menjadi unsur kedua, seperti calon suami-istri, 
wali nikah dan saksi (Abdullah, 1994: 39). 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang 
menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua 
kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan 
sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun 
dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila 
keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda 
dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan 
merupakan bagian atau unsur yang mengujudkannya, sedangkan syarat adalah 
sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada 
yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur 
yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak 
merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun (Syarifuddin, 2011: 59). 
Keabsahan suatu perkawinan merupakan suatu hal yang sangat prinsipil, 
karena berkaitan erat dengan akibat-akibat perkawinan, baik yang menyangkut 
dengan anak (keturunan) maupun yang berkaitan dengan harta. Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah merumuskan kriteria keabsahan 
suatu perkawinan, yang diatur dalam Pasal 2, sebagai berikut : 
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1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu 
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan peundang-undangan 
yang berlaku. 
Ayat (2) mengatur masalah pencatatan perkawinan, bahwa suatu 
perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Ketentuan ayat (2) tidak ada kaitannya sama sekali dengan masalah sah atau 
tidaknya suatu perkawinan, karena yang menyangkut masalah sah atau tidaknya 
suatu perkawinan telah diatur secara jelas di dalam ayat (1) (MK, 2010: 14). 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sangat 
berpegang teguh kepada aturan-aturan yang ada di dalam hukum Islam. Walaupun 
tidak secara tegas mengatur tentang rukun perkawinan, tetapi undang-undang 
tersebut menyerahkan persyaratan sahnya suatu perkawinan sepenuhnya kepada 
ketentuan yang diatur oleh agama orang yang akan melangsungkan perkawinan 
tersebut. Namun demikian, undang-undnag tersebut mengatur tentang syarat-
syarat perkawinan. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam secara jelas mengatur 
masalah rukun perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 14, yang secara 
keseluruhan sama dengan yang terdapat dalam hukum Islam (MK, 2010: 14). 
Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur  dalam beberapa pasal 
peraturan perundang-undangan berikut ini. Pasal 2 ayat (2) Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 1974 mengatur :  




Pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sebagaimana 
dimaksud oleh Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, 
Talak dan Rujuk. Sedangkan tata cara pencatatannya berpedoman kepada 
ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Selanjutnya, pasal 10 ayat 
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menentukan bahwa perkawinan 
dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat yang dihadiri oleh dua orang saksi. 
Fungsi pencatatan disebutkan pada angka 4.b. Penjelasan Umum Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 1974:  
“Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan 
peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, 
kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga 
dimuat dalam daftar pencatatan” (MK, 2010: 19). 
 Tugas pokok penghulu berdasarkan Bab III Pasal 4 Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/62/M.PAN/6/2005 Tentang Jabatan 
Fungsional Penghulu dan Angka kreditnya adalah melakukan kegiatan 
perancanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan, pencatatan nikah/rujuk, 
pelaksanaan pelayanan nikah/rujuk, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk, 
pemantauan pelanggaran ketentuan nikah/rujuk, pelayanan fatwa hukum 
munakahat dan bimbingan muamalah, pembinaan keluarga sakinah, serta 
pemantauan dan evaluasi kegiatan kepenghuluan dan pengembangan 
kepenghuluan (Departemen Agama RI, 2008:28). 
 Peran penghulu sangat strategis dalam melakukan pelayanan kepada 
masyarakat terutama pembinaan keluarga sakinah, sesuai dengan tujuan 
perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
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mawaddah, dan rahmah. Pembinaan keluarga sakinah sangat penting karena 
berkaitan dengan keutuhan rumah tangga.  
Namun dalam Peraturan Pemerintah No. 9 maupun UU No. 32 Tahun 1954 
hanya menjelaskan tentang tugas Pegawai Pencatat Nikah dalam hal ini adalah 
penghulu berkisar pencatatan perkawinan, tata cara perkawinan, akte perkawinan, 
perceraian, masa tunggu. Tidak terdapat pasal yang menjelaskan adanya tugas 
penghulu tentang pembinaan keluarga sakinah. Dengan demikian, dapat diartikan 
bahwa antara tugas penghulu dengan UU No. 32 Tahun 1954 maupun PP No. 9 
Tahun 1975 tidak adanya ketidaksesuaian. 
Atas dasar tersebut penyusun ingin mengkaji secara mendalam tentang 
penghulu dalam menjalankan tugasnya. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diambil rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Bagaimana peran penghulu dalam proses perkawinan di Kantor Urusan 
Agama Kecamatan Batealit?  
2. Bagaimana peran Penghulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan 
Batealit dalam tinjauan UU No. 32 Tahun 1954 dan PP No. 9 Tahun 
1975 ? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan yang akan dicapai dari pembahasan ini adalah: 




2. Untuk mengetahui peran penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA) 
Kecamatan Batealit tinjauan UU No. 32 Tahun 1954 dan PP No. 9 
Tahun 1975. 
Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang tepat tentang 
peran penghulu sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan.  
D. Telaah Pustaka 
Pembahasan mengenai penghulu, menurut penulis sudah ada skripsi yang 
membahas masalah tersebut yakni Karya M. Zamroni dengan judul Kedudukan 
Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan. Perbedaan skripsi tersebut 
dengan skripsi yang akan diteliti saat ini adalah tentang peran penghulu yang lebih 
menekankan pada masalah praktik kursus pra nikah. 
Raynaldo Nugroho, 2016, UIN Syarif Hidayatullah Jakata. Judul Skripsi 
Peran Penghulu dalam Mengurangi Angka Perceraian di KUA Karang Tengah 
Kota Tangerang. Peran seorang penghulu untuk menekan angka perceraian dan 
juga mengatahui faktor apa saja yang menjadi penyebab utama perceraian 
khususnya di KUA Karang Tengah. 
Gani, Maulid Hariri, 2003, UGM Jogjakarta. Judul Tesis, Perubahan Status 
dan Peran Penghulu dalam Sistem Pemerintahan Nagari : Studi Kasus Nagari 
Kamang Hilia kabupaten Agam 2002. Mengkaji tentang perubahan status 
penghulu yang dulu disakralkan serta peran penghulu dalam sistem pemerintahan 
Nagari 
 Jamiliyah, Ade Uswatul, 2011, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi, 
Upaya Preventif Penghulu Dalam Mengurangi Pelaku Perkawinan di bawah 
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Umur : Studi di Desa Ciwalat Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi. 
Mengkaji tentang peran penghulu dalam mengurangi angka perkawinan di bawah 
umur. Diharapkan penghulu benar-benar cermat dan teliti dalam menerima data 
dari calon pengantin, apakah data tersebut sesuai dengan syarat perkawinan atau 
tidak. 
 Naim, Syukron, 2014, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi, Upaya 
Penghulu dalam Mengurangi Perceraian : Studi Kasus di KUA Kecamatan 
Parungpanjang Kabupaten Bogor. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang upaya 
penghulu dalam mengurangi perceraian yang terjadi di Parungpanjang, serta 
faktor apa saja yang menyebabkan perceraian pada masyarakat Parungpanjang 
Kabupaten Bogor 
E. Metode Penelitian 
Metode merupakan suatu hal yang sangat penting demi tercapainya suatu 
tujuan penelitian. Karena metode mempelajari dan membahas tentang cara -cara 
yang ditempuh dengan setepat-tepatnya dan sebaik-baiknya. Untuk mencapai 
tujuan tersebut, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
Dalam metode penelitian yang penulis gunakan dengan cara-cara yang ada 
hubungannya dengan penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 
Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yang pada 
hakekatnya untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan 
sekarang, dan interaksi lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah 
pendekatan kualitatif yang pada hakekatnya data hasil penelitian lebih berkenaan 
dengan interprestasi terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini 
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difokuskan pada peran penghulu dalam memvalidasi syarat perkawinan di KUA 
Kecamatan Batealit. 
Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada 
pertimbangan bahwa permasalahan yang akan dipecahkan lebih tepatnya bila 
menggunakan metode kualitatif karena dengan metode kualitatif lebih sensitif 
(aktif-reaktif dan dapat diadaptasikan) dengan mempertimbangkan saling 
berpindahnya pengaruh dan pola nilai yang mungkin harus dihadapi dalam 
penelitian. Di samping itu data yang didapat lebih lengkap, lebih mendalam dan 
lebih dapat dipercaya. Melalui penggunaan metode kualitatif seluruh kejadian 
dalam suatu konteks sosial dapat ditemukan serta data yang bersifat perasaan, 
norma, nilai, keyakinan, kebiasaan, sikap, mental dan budaya yang dianut 
seseorang maupun sekelompok orang dapat diketemukan.  
2. Sumber Data 
a. Data Primer 
Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh penelti (atau 
petugas-petugasnya) dari sumber pertamanya. Data primer diperoleh dari 
penelitian lapangan (field reseach) melalui prosedur dan teknik pengambilan data 
melalui wawancara (interview), observasi, dan dokumentasi.  
b. Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber informasi yang didapat diperpustakaan 
dan jasa informasi yang tersedia. Sumber sekunder merupakan sumber penunjang 
yang dibutuhkan untuk memperkaya data atau menganalisa data dan atau 
menganalisa permasalahan yaitu pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dan 
dasar teoritis. Data kepustakaan tersebut meliputi buku-buku maupun arsip dan 
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literatur yang berkaitan dengan tujuan penelitian, misalnya: Pedoman Penghulu 
dari Departemen Agama RI, Fiqh Islam karangan Sulaiman Rasjid dan buku-buku 
lain yang dipandang representatif dan ada relevansinya. 
c. Subyek Penelitian 
Untuk menentukan subyek penelitian ditentukan kesesuaian antara 
kebutuhan sumber informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. Yaitu 
jaringan informan utama (key informan) yang diwawancarai yaitu Penghulu di 
KUA Kecamatan Batealit serta jaringan informan pendukung lainya. 
3. Metode Pengumpulan Data 
Untuk mendapatkan data yang dipertanggungjawabkan di dalam penelitian 
ini penulis menggunakan data atau keterangan tata cara mengadakan  penelitian 
lapangan. Penelitian ini digunakan untuk mencari data dan mengumpulkan data 
lapangan, yang dimaksud di sini adalah lokasi tempat penelitian yaitu di KUA 
Kecamatan Batealit. 
Untuk mengetahui beberapa jenis data dan teknik pengumpulan data yaitu 
dengan metode-metode sebagai berikut: 
a. Metode Wawancara/ Interview 
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 
mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) yang memberikan 
jawaban atas pertanyaan itu. (Moleong, 2001:135).  
Metode ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 
ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 
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diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 
lebih mendalam, berkaitan dengan peran penghulu di KUA Kecamatan Batealit. 
b. Metode Dokumentasi 
Metode dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 
berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, 
lengger, agenda dan sebagainya. 
Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang bersifat 
dokumentasi. Misalnya jumlah pegawai atau staf serta jumlah sarana yang lain. 
Sedangkan jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data 
tertulis, foto dan statistik. 
4. Teknik Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan 
Analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data. Data yang terkumpul 
dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan, 
biografi, artikel dan sebagainya. Analisis data ialah mengatur, mengurutkan, 
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya. Pengorganisasian 
dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang 
akhirnya diangkat menjadi teori substantif. (Moleong, 2001:103) 
F. Sistematika Penulisan 
BAB I -  Pendahuluan  
A. Latar Belakang 
B. Rumusan Masalah 
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan 
D. Telaah Pustaka 
E. Metode Penelitian 
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F. Sistematika Penulisan 
BAB II – Landasan Teori 
A. Pengertian Penghulu 
B. Sejarah Kepenghuluan 
C. Tugas dan Peran Penghulu dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 
dan PP No. 9 Tahun 1975 
BAB III -  Objek Kajian Penelitian 
A. Objek Lokasi Penelitian 
1. Letak Geografis 
2. Tinjauan Historis 
3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama 
B. Peran Penghulu di Kantor Urusan Agama Batealit dalam Pelaksanaan 
Kepenghuluan 
BAB IV – Analisis Tentang Peran Penghulu Terhadap Pelaksanaan 
Kepenghuluan di KUA Kecamatan Batealit 
BAB V – Penutup 
A. Kesimpulan 
B. Saran 
 
 
 
